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SEMARANG, TRIBUN - Proses penyidikan per-
kara dugaan korupsi dana hibah Yayasan Sam Poo
Kong (YSPK), telah rampung. Dalam perkara ini,
cjati Jateng menetapkan ketua YSPK, Tutuk Kur-
lawan, sebagai tersangka. ;

"Penyidikan selesai, tinggal merampungkan ber-
s saja," kata Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik)
ati Jateng, Imang Job Marsudi, Minggu (31/8).

Disampaikannya, pekan ini, diharapkan berkas
yidikan sudah bisa dilimpahkan jaksa. "Kami

: enyidikan Kasus...

Penyidikan Kasus Dana Hibah Telah Kami Selesaikan

bekerja keras agar dapat”segera merampungkan 'ﬂdak benar (kabar
perkara ini," ujar dia.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, penghentian
Masyhudi, membantah keras Kejati tak serius me- penyidikan), selama
nangani perkara ini. Sebelumnya, sempat beredar ada cukup bukti
kabar, Kejati menghentikan penyidikan perkara ini. : kan kaml ’

Hal ini lantaran, dalam laporan hasil pemeriksaan pasti akan kami tuntaskan
atau LHP, BPK RI Perwakilan Jateng, menyatakan MASYHUDI

M DARI HALAMAN 9 nyalahi perundangan yang ber-

ada kerugian negara dalam
rkara ini. "Tidak benar (kabar
penghentian penyidikan), sela-
ma ada cukup bukti pasti akan
kami tuntaskan," katanya.
Ditegaskan, untuk dapat
enghitung kerugian negara,
yidik tak harus berpatokan
epada LHP BPK atau BPKP.
Menurutnya, jaksa dapat me-
lakukan penghitungan sendiri
tau menggandeng akuntan
blik yang independen.
'Undang Undang memun-

ya, Kepala Kejati
enyampaikan, dalam
penyidik menemukan

dari Rp 6 miliar. Menurutnya,
dugaan kerugian negara itu,
berdasarkan investigasi dan hi-
tungan internal penyidik Kejati.

"Dugaan kerugian sebesar itu
atas perhitungan kami sendiri,
bukan dari BPK atau BPKP," ujar
Babul, beberapa waktu lalu.

Masih menurut dia, dugaan
kerugian negara itu berasal dari
penerimaan dana hibah YSPK,
dua tahun berturut-turut. Yakni
dari APBD Jateng 2011-2014, se-
nilai total Rp 14,5 miliar.

"Selain ada tindak pidana ko-
rupsi, juga ada pelanggaran hu-
kum dalam kasus ini," lanjut dia.

Pelanggaran hukum yang di-
maksud, sambung Babul, ada-
lah menerima dana hibah dua
kali berturut-turut. Hal itu me-

laku. "Dalam Permendagri, kan
itu tidak boleh," sambungnya.

Tutuk ditetapkan sebagai ter-
sangka dalam kasus ini berdas-
arkan Surat Perintah Penyidikan
(Sprindik) Nomor Print-36/0.3/
Fd.1/11/2013, tertanggal 6 No-
vember 2013. Awalnya, dugaan
kerugian negara yang sebesar
Rp 3,5 miliar.

Namun, dalam perkemban-
gannya menurut laporan ha-
sil pemeriksaan (LHP) BPK
RI Perwakilan Jateng, tidak
ditemukan adanya kerugian ne-
gara. Akan tetapi, penyidik Ke-
jati yakin telah terjadi pelangga-
ran hukum dan penyelewengan.
Untuk itu, penyidik kemudian
menerjunkan tim internal untuk
menghitung kerugian negara.
(yan)



